
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten
Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubaah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

a. bahwa sehubungan dengan adanya pandemi covid 19, perlu
penyesuaian dalam Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu diterbitkan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

RUBAHANATASPERATURANBUPATI BALANGAN
NOMO 4 TAHUN 2020 TENTANGPEDOMAN PENATAUSAHAAN

PELAKS NAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

PERATURANBUPATI BALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

SALINAN
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07/2020 Tentang tentang Pengelolaan Dana
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahuan Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional;

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;
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f) e billing pajak PPh, PPN.

urat pengesahan laporan pertanggungjawaban bend ahara
engeluaran atas penggunaan dana SPP-UPjGUjTU

ie belumnya;
e) SP.rat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna

tnggaranjPengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna
tnggaranj Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa
?ang yang dirninta tidak dipergunakan untuk keperluan
.elain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D;

c)
d)

1. Ketentuan d lam Lampiran I, angka romawi III huruf B angka 1 huruf b.
3) di ubah, sehingga ketentuan dalam angka romawi III huruf B angka 1
huruf b, ber unyi sebagai berikut :

b. Pengajua SPP GU.
1) Setel~h Dana Uang Persediaan digunakan, untuk belanja

beberapa kegiatan dan untuk mendapatkan dana selanjutnya,
Beridahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU sebagai
peng~lanti dana sebelumnya;

2) Bend hara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Pejabat
penggl na AnggaranjPengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna
AnggiranjKuasa Pengguna Sarang melalui PPK-SKPD;

3) SPP-(]-U diajukan untuk pengisian uang persediaan yang telah
digurjakan sebesar minimal 50 % (lima puluh perseratus);

4) Keledgkapan dokumen SPP-GU terdiri dari :
a) sGrat pengantar SPP-GU;

b) ingkasan SPP-GU;

incian SPP-GU;

Ketentuan dalarn Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dearah (Berita IDaerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 4) diubah
sebagai beriku t

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH.

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan



H. M. IWANSETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

H. RUSKARIA I

BERITA AERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2020 NOMOR 39

KEPALA BAGIANHUKUM
SEKRETARlATDAERAH
KABUPATENBALANGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan diiParingin
padatangga1217Mei2020

SEKRETARIS ~AERAH
KABUPATEN ALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

ttd

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI BALANGAN,

Pasal II
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Peraturan Bupa i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini deng n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan


